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TELAAH ATAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Oleh:
Didi Nursidi, S.H., M.Hum

The involvement of state administration in building construction is in giving a
permit. Basically, the permit to build a building is an action of the state administration 1o
give permission to an applicant to build up a building based on the requirements that have
been determined in the regulation as given in a verdict. Unfortunately, the requirements
given by the state administration to the applicants to build up building sometimes more
than what stated in regional policy.

I. Pendahuluan menentukan:

Dalam alinea keempat Pembukaan "Pembukaan perumahan dalam
UUD 1945 secara tersurat dan tersirat telah pemukiman merupakan  upaya untuk
menctapkan tujuan-tujuan negara RI yang memenuhi salah satu kebutuhan dasar
harus dicapai. salah satu tujuan dari ncgaraitu ~ manusia”.
adalah kesejahteraan rakyat yang di dalamnya Dengan demikian, perumahan dan
antara lain mengandung makna perumahan pemukiman bagi rakyat Indonesia adalah
dan pemukiman yang layak bagi seluruh merupakan kebutuhan yang mendasar. Hal
rakyat Indonesia. tersebut, mengingat bahwa bangunan

Olch karcna itu, secara konscpsional perumahan dan pemukiman ini akan menjadi
operasionalnya scpanjang mengenai tempat tinggal bersama keluarga dan
perumahan dan pemukiman ini telah sekaligus akan memberikan perlindungan
dituangkan melalui dokumen Rencana dalam menatakehidupannya.

Pembangunan Nasional yang pada intinya
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I, Pembahasan

Upaya nyata menata bangunan
perumahan dan pemukiman ini bukan hanya
omang  perorangan warga masyarakat yanp
terhibat untuk 1w, namuan pemenntah dengan
sepenap  aparaturnya  (baik  tungkat  pusat
maupun dacrah) turut serta demi terciptanya
masyarakat yang sejahtera Khususnya dalam
bidang perumahan dan pemukiman. Selain
Pemerintah dengan segenap aparatumya itu
yang dalam hukum  Administrasi Negara
dikenal dengan sebutan Admimstras) Negara,
berusaha mewujudkan tujuan-tujuan negara,
Juga turut campurnya Administias) Negara ini
dalam segala urusan kemasyarakatan adalah
merupakan Konsehuenst logis dianutnya tipe
Negara Hukum kemakmuran oleh Nepara R1
Namun, keterlhibatan Admimistrasi Nepara
dalam  semua urusan  kemasyarakatan ini
bukan berart sikap tindaknya tanpa batas,
tetapi justru Adounmistrasi Negara ini selalu
dibatasi  oleh  ketentuan-ketentuan  hukum
yang berlaku  atau dengan kata lain
Adminmistrasi Negara im dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya harus berlandaskan
hukum.

Untuk hal diatas, Van Vollenhoven
menyatakan :

"Badan Pemerintah tanpa aturan hukum
negara ahan lumpuh, oleh karena badan int
tidak mempunyai wewenang apapun, alaupun
wewenangnya  tidakh  berketentuan, badan
Pemerintah tanpa Hukum Administrasi
Negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena
badan ini dapat menfalankan wewenangnya
menurut kehendak sendiri.

Selanjutnya, dari segenap urusan
kemasyarakatan yang meclibatkan

JURNALYUSTITIA

Administrast Negara  turut
dalamnya adalah salah satunya dalam bl
mendinikan bangunan, bak untuk keperluan
perumahan dan pemukiman maupun wotub
keperluan-kepeduan  Lannya (podang  don
tempat usahn)

Campur il

Keterhbatan Admune traor Nevara
berupa “1zin” untuk mendiokan banganan

maka Utrecht berpendapat bl

“Wila pembuat peraturan tidal
wmumnyd mrlmam;_' \uulu [h';huuhm, letapn
masih Juga memperkenankannya asal vy
diadakan secara yany  ditentuban vl
masing-masing hal konkrit, maka keputican
administrasi negara yany memperkenantan
perbuatan  tersebut hersifat suatu ijin
(vergunning)”.

Dengan denmikian, apabila sescorang
atau lebih warga masyarakat  mengajukan
permohonan  untuk  mendinkan  bangunan
maka terhadap permohonan tadi Adiministras
Nepara yang berwenang untuk 1tu
menpabulkannya denpan membenkan 1zin
untuk mendirnkan bangunan tadi sepanjany
ketentuan perundang-undangan tdak
melarangnya; yang selanjutnya disebut 12
Mendinkan Bangunan (IMB). Dengan kata
lain, dalam rangka meluluskan permohonan
untuk mendirtkan bangunan, Administrasi
Negara berwenang untuk itu harus
memperhatkan dan sekahigus mencrapkan
perundang-undangan yang berlaku

Dengan adanya IMD yang diterbitkan
olch Administras) Nepara yang berwenang.
maka si pemohon dapat segera mendinkan
bangunan dengan mempergunakan  bahan-
bahan yang diperkenankan dalam IMB
tersebut dan memperhatikan pula  faktor-
faktor lainnya.
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Dan hal-hal yang dikemukakan di atas
dapat dikemukakan bahwa IMB didalamnya
mengandung pengertian sebagai berikut:
|. IMB merupakan ketctapan (beschikking);

2. IMB diterbitkan oleh Administrasi Negara
yang berwenang;

3. IMB harus scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. IMB harus sejalan dengan Tata kota dan
Tata Ruang;

S. IMB harus memperhatikan faktor-faktor
lain-lainnya berupa antara lain
keselamatan dan lingkungan;

6. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk
mendirikan bangunan tadi harus sesuai
dengan bahan-bahan yang diperkenankan
dalam IMB.

1. Kewenangan Dalam Menerbitkan IMB

Erat kaitannya dengan pengertian
kewenangan adalah pengertian
wewenang. Apakah yang dimaksud
dengan "kewenangan” dan "wewenang”
itu ? Dari sudut kamus bahasa Indonesia,
kata "kewenangan” menurut Kamus Besar
Bahasa Indoncsisa kata “kewenangan™
mengandung arti:

1. Halwenang;

2. Hak dan keckuasaan yang dipunyai untuk
melakukan sesuatu.

Sedangkan kata "wewenang”
mengandung arti :
. Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan,;
memerintah; dan melimpahkan tanggung
Jawab kepada orang lain.

Tetapi dan segi hukum khususnya Hikum
Administrasi Negara, ada usaha u=-_&
membedakan pengertian kewenangan demgun
wewenang. Menurut Prajudi Atmosudins
"Kewenangan (authority, gezag) adalah cra
yang disebut kekuasaan “formal " kebuzisos
yang berasal dari kekuasaan legislanif (dem
oleh undang-undang) atau dari kekuwasocn
eksekutiffadministranf™.

Berikutnya wewenan:
(Competence,bevoegdheid) diartikan :
"Kekuasaan untuk melakukan sesuaru
tindakan/menerbitkan surat-surat cin dar
seorang pejabat atas nama Menteri
sementara kewenangan tetap berada di
tangan Menteri (delegasi wewenang)™.

Nampaknya pendapat Prajudi
Atmosudirjo di atas terlalu berlebihan. Sebab
menurut Mochtar Kusumaatmadja:

“"Kekuasaan sering bersumber pada
wewenang formal (formal authority) yanmg
memberikan wewenang atau kekuasaan
kepada seseorang atau suatu pihak dalam
suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian
dapat kita katakan bahwa kekuasaan inu
bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-
ketentuan hukum yang mengatur pemberian
wewenang tadi.”

Demikian pula Sjahran Basjah, yang
menyatakan :
"[stilah kompetensi berasal dari bahasa latin
di abad menengah “"Competentia” yong
berarti "hetgeenaan iemand toekomt™ (apa
yang menjadi wewenang seseorang)”.

Dalam bahasa Indonesia sering isulah

itu diterjemahkan dengan “kewenangan~.
"kekuasaan atau hak™, yang dikaitkan dengan
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badan yang menjalankan kekuasaan arti : Mandaat, pada umumnya
kehakiman  schingpa badan ity menjadi Opdracht, perintah, Imperatief
“competene”. mandaat. Didalam pergaulan

2. Pengertinn Atribusl, Delegasl dan

Mandat

Menurut kamus istilah
hukum fockema Andreae Belanda
Indonesia, kata atribusi
(Belanda=Attributic) mengandung
arti:

"Pembagian (kekuasaan); dalam
kata attributie van rechtsmacht :
pembagian kekuasaan kepada
berbagai instansi (absolute
competentic/kompetensi - mutlak),
sebagal lawan dari distributie van
rechtsmacht, Juga : membagikan
suatu perkara kepada kekuasaan
yudikatif atau kekuasaan cksekutif.
Conflicten van attributie, konflik
pembagian kekuasaan,

Scdangkan kata delegasi (Belanda =
Delegatie) mengandung arti:

Penyerahan wewenang dari pejabat
yang lebith tinggi kepada yang
rendah: penyerahan yang demikian
dianggap tidak dapat dibenarkan
scelain dengan atau berdasarkan
kekuatan hukum Misalnya Dewan
Perwakilan Daerah Kotapraja
memerintahkan  kepada majelis
Walikota dan Pembantu Walikota
untuk mengadakan peraturan-
peraturan terientu.

Berikutnya kata mandat
(Belanda = Mandaat) mengandung

hukum, baik pembenan kuasa
(lesgeving), maupun kuasa penuh
(volmach). Mandaat van
beschikkingsbevoegheid, mandat
mengenai kewenangan penguasaan,
yang diartikan dengan pemberian
kuasa (biasanya bersamaan dengan
perintah) oleh alat perlengkapan
pemerintah yang memberi
wewenang ini kepada yang lan
yang akan meclaksanakannya atas
nama tanggung jawab alat
pemerintah yang pertama tersebut.

Pada atribusi/attributie
(pembagian kekuasaan hukum)
diciptakan_suatu_wewenang, pada
delegasi (delegatie) discrahkan
suatu wewenang, pada mandat tidak
ada penciptaan ataupun penyerahan
wewenang. Ciri pokok mandat
adalah suatu bentuk perwakilan.
Mandataris berbuat atas nama yang
diwakili (garis bawah olch penulis).

Di negara Belanda cara yang
biasa dilakukan untuk melengkapi
organ pemerintahan dengan
penguasa pemerintah dan
wewenang-wewenangnya adalah
melalui attribusi. Dalam hal i
pembentuk undang-undana
menentukan penguasa pemerintah
yang baru dan memberikan
kepadanya suatu organ
pemerintahan berikut
wewenangnya baik kepada organ
yang sudah ada maupun yang
dibentuk pada kesempatan itu
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Ustuk attmbuasi tersebut hanya dapat
dilakukan oleh pembentuk undang-
undang onsintl dan  pembentuk
undang-undang yang diwakilkan,
Pembentuk undang-undang onsil
walah - pembentuk Undang- Undang
Dasar, Parlemen (pembuat undang-
undang dalam arti formal), dan
Mahkota (hanya untuk apa. yang
ada hubungannya dengan am.vb.
dan Pasal 89), serta organ-organ
dan ongamisasi pengadilan umum.
Sadangkan pembentuk  undang-
undang yang diwakilkan terdin dan
- Mahkota, Mermten-menten dan
organ- organ  pemenntahan  yang
berwenang untuk 1w dan ada
hubungannya dengan Kkekuasaan
pemenntahan yang dilakukan
secara bersama. Jika uraian tersebut
dhubunghan dengan keadaan
Indonesia, maka menurut pendapat
saya, yang dapat discbut sebagar
pembentuk undang-undang orisinil
adalah:

I.  MPR Kkarena berwenang
menctapkan  Undang-Undang
Dasar;

Presiden bersama DPR
karena berwenang membentuk
undang-undang, dan

Presiden karena berwenang
menctapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-undang.

Kemudian sebagai
pembentuk  Undang-undang yang
diwakilkan-khususnya untuk
membuat undang-undang dalam art
materul, walah

|4

L)

1 Presiden yang berwenang
menctapkan Peraturan
Pemerintah, Keputusan
Presiden, dan Instruks)
Presiden;

Menteri-mentert Negara
yang berwenang menctapkan
Peraturan Mentert dan
Keputusan Menten;

3. Pemenintah Dacrah (Kepala
Dacrah bersama DPRD) yang
berwenang menctapkan
Peraturan Daerah, dan

4. Kepala Daerah yang
berwenang menctapkan
Keputusan Kepala Daerah.

Konsekuensinya, badan-
badan dan pejabat tersebutlah yang
berwenang melakukan atribusi di
Indonesia, Selanjutnya pada
delegasi terdapat penyerahan
wewenang dari badan atau pejabat
pemerintahan yang satu kepada
badan atau pejabat pemerintahan
lainnya. Yang semula adalah
wewenang A, setelah diserahkan
menjadi wewenang B, Schingga A
tidak berwenang lagi. Dalam
delegasi selalu dituntut adanya
dasar hukum. Bila delegans ingin
menarik kembali wewenang yang
telah didelegasikannya, maka harus
dengan peraturan perundang-
undangan yang sama.

Kemudian wewenang yang
diperoleh dari delegasi itu dapat
pula disubdelegasikan kepada sub
delegataris. Untuk sub delegasi i
berlaku sama seperti delegasi.

Selanjutnya pada mandat

rto
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bahwa wewemang yang dgeroleh
dan atnbus maupun delegan dapat
Smandatkan kepada organ atau
pegawai-pegawar dawahan
bulamana orpan at pejabat yang
secara resmi memperoleh
wewenang 1ty udak mampu
mclakansian seadin  woweoang
terschut Hanya saga pada mandat,
mandans ten2p borwenang umtuk
menangam  sendin | wewenangmya
bl u meapngmkannya Mandans

=23 dapat memben sepala petanjuk
lqnh mandatans yang duanggap

diambil berdasarkan mandat
Schingga yundis formmal mandagans

bukan orang lain dari
mandans Sclam  kepada pegawn
bawahan, mandat dapat pula
dibenikan kepada organ atau
pezawa: bawahan sesum ketconsan
hukum yang mengazuroya.

Berbegai hemungionan suaty
badan atam pejabat admumsstrasi

Sclanjutnya panut pula dikemukakan
pandangan Heme van Maarseveen dan H G
Lunberdink yang dikutip dan diteranghan
oleh Socwoto benkut im:

Maarseveen tidak membedakan
“pelimpaban tugas® dengan “pehimpahan
wewenang® Namun diakui babwa
pelimpahan dalam bentuk delegatie,
delegatans bertindak atas mama sendin dan
atas beban tanggung jawab Dengan begitu
delegataris dapat diminta
peranggungawaban dan dapat pula digugat
karcna hesalahannva menjalankan Keluasaan
yang & perolchnya

Scorang mandatans bertindak  atas
pama pemben kuasa (Tmandenr™) dan udaX
memilhiki wewenang penubh dalam
men;alankan Kekuasaannya

Menurut Lubberd: K
pertangguagjawaban untuk pelaksanaan
wewenang tetapi pada pemben kuasa, sebab
pemben kuasa yang membenkan petunjuk
bark yang umum maupun petunjuk Khusus
kepada mandatanis. Atnbust Dalam
Penerbitan IMB merupakan Wewenang
Kementenan Dalam Negen dan Pemenntah
Dacrah

Untuk mengetahui apakah
Kementenan Dalam Negen dan Pemenntah
Dacrah memperoleh wewenang i bidang

MB melaln atnbusy, maka perlu
ditelaah urusan-urusan yvang menjadi
wewenang Kementenan Dalam Negen dan
Pemenntah Dacrah berdasarhan  peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya.
Pertama-tama dapat kita lihat ketentuan Pasal
| lamperan | Keputusan Pressden Nomor 45
Tahen 1974 jo Pasal | Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisas: Departemen yang berbuny :

S
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“Departemen Dalam Negeri scbagai
bagian dan Pemerintahan Negara, dipimpin
olch scorang Menten yang bertanggung
jawab kepada Presiden”.

Kemudian Pasal 2 Lampiran |
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo
Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 yang menentukan :

"Tugas pokok. Departemen Dalam
Negeni adalah menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan di
bidang pemerintahan umum, otonomi dacrah,
pembangunan masyarakat desa, dan agraria”,
Dani ketentuan Pasal 2 di atas menunjukkan
bahwa scbelum di tetapkannya Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang
Badan Pertanahan Nasional, tersirat adanya
empat wewenang pokok Departemen Dalam
Negeri, yaitu ;
|. Wewenang menyclenggarakan

Pemenntahan Umum;

2. Wewenang menyelenggarakan Otonomi
Daecrah;

3. Wewenang menyelenggarakan
Pembangunan Masyarakat Desa;

4. Wewenang menyelenggarakan  Urusan
Agrana,

Tetapi sesudah ditctapkannya
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988,
maka wewenang penyclenggaraan urusan
agrana- olch Presiden telah diatribusikan
kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai
Lembaga “Pemenintah Non Departemen yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 37
ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun

1988 menentukan ;

"Dengan terbentuknya organisas

Badan Pertanahan sccara terinci berdasarican
Keputusan Presiden ini, ketentuan tentang
organisasi Departemen Dalam Negeri yany
berkaitan dengan bidang kecagrariaas
scbagaimana ditctapkan dalam
KeputusanPresiden Nomor 15 Tahun [9%4
yang tclah beberapa kali diubah, terakhur
dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahen
1987 beserta Peraturan Pelaksanaannya
dinyatakan tidak berlaku”.

Oleh kareria itu, sejak dibentuknya
Pertanahan Nasional, wecwenang
Kementerian Negeri hanya meliputi urusan
Pemerintahan Otonomi Daerah dan
Pembangunan Masyarakat Timbul
pertanyaan, apakah urusan Penerbitan . IMB
termasuk dalam urusan Pemerintahan Umum,
urusan Otonomi Daerah, ataukah wurusan
Pembangunan Masyarakat Desa ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut periu
dilihat ketentuan Undang-Undang Nomeor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang
mengatur otonomi dacrah secara limitauf.
Sebelumnya sebagaimana diketahui,
berdasarkan Pasal | huruf j Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa -

"Urusan Pemerintahan Umum adalab
urusan Pemerintahan yang meliputi biang-
bidang ketentraman dan ketertiban,
koordinasi, pengawasan dan urusan
pemerintahan lainnya yang tidak termasuk
dalam tugas scsuatu instansi dan udak
termasuk urusan rumah tangga Daerah™.

Dengan melihat ruang lingkup urusan
Pemerintahan Umum di atas, dapat dipastikas
urusan Penerbitan IMB udak termasuk dalam
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urusan Pemenntahan Umum. Jika demikian,
1a termasuk dalam urusan Otonomi Daerah.

Sesungguhnya urusan Penerbitan IMB
mcrupakan bagian integral dari urusan
Otonomi Daerah, Sebab wewenang
penerbitan IMB diatribusikan kepada badan
dan pejabat administrasi negara.

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi
Negara diketahui bahwa dalam rangka
penyclenggaraan pemerintahan maka
Administrasi Negara mempunyai tugas untuk
mewujudkan kescjahteraan umum
(Bestuurzorg). Untuk menjalankan tugas
pokoknya itu Administrasi Negara telah
diperlengkapi (inhaerent) dengan "wewenang
istimewa", yakni suatu kewenangan yang
memungkinkan Administrasi Negara dapat
melaksanakan tugas pokoknya tersebut.

Kesejahteraan umum (bestuurszorg)
dalam kehidupan manusia
bermasyarakat dan bernegara berancka ragam
sifat dan bentuknya, dan salah satunya adalah
bangunan untuk dipergunakan dalam
pelbagai keperluan, seperti misalnya untuk
tempat tinggal, berniaga dan/atau pabrik.

Scbagaimana telah diutarakan di atas,
maka keterlibatan Administrasi Negara dalam
mendirikan bangunan itu terletak dalam hal
yang menyangkut "izin"nya. Olch karena itu,
izin untuk mendirikan bangunan (IMB) pada
dasarnya merupakan sikap tindak
Administrasi Negara yang memperkenankan
pemohon untuk mendirikan bangunan sesuai
dengan persyaratan yang telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam bentuk Surat Keputusan.

Pada kesempatan ini perlu
dikemukakan dalam tulisan ini bahwa
persyaratan untuk diberikan izin mendirikan
bangunan yang dilakukan olech Pcjabat

Admimistras) Negara ternyata dalam prakick,
persyaratan yang dininta oleh  Pejabat
Administrasi Negara sclaku pemben 12n
terkadang melebihi persyaratan yang diatur
dalam Peraturan Dacrah.

Persyaratan tambahan dimaksud sering
dikaitkan dengan Program atau kebijaksanaan
Pemenntah yang sedang digalakkan seperu
misalnya lunas'pembayaran PBB, penanaman
pohon-pohonan/tanam-tanaman dalam
lingkungan pekarangan, dan lain sebagainya.

Adapun Pejabat Administras) Negara
yang memiliki kewenangan untuk
memberikan izin mendirikan bangunan
berada/terl etak pada tangan Walikota/Kepala
Daecrah scbagaimana tercantum dalam
Peraturan Dacrah dan Keputusan Walikota
scbagai dasar hukumnya. Surat Keputusan
Walikota/Kepala Dacrah yang berisikan izin
untuk mendirikan bangunan, merupakan
Ketetapan (Beschikking) yang terdapat dalam
lapangan Hukum Publik, dalam hal
Hukum Administrasi Negara, schingga sifat
hubungan hukum yang timbul dari IMB ini
termasuk Perbuatan Hukum Publik dari
Administrasi Necgara. Perbuatan Hukum
termaksud yang dilakukan oleh Pejabat
Administrasi Ncgara termasuk Ketetapan
tertulis diterbitkan Sura Keputusan.

Sclanjutnya, mengingat bahwa
dalam kepustakaan Hukum Administrasi
Ncgara dikenal tentang sifat dan bentuk
ketetapan maka ketetapan Pejabat
Administrasi negara yang menyangkut
pemberian izin untuk mendirikan bangunan
itu termasuk :

a. tertulis, artinya babwa ketetapan tadi
berupa Surat keputusan Wali kota Kepala
Dacrah; positif, artinya bahwa ketetapan
tadi telah menimbulkan hak dan
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Kewajiban baru bagi pemohon IMB

A ekstern, artinya bahwa dalam ketetapan
tadi terdapat hubungan hukum antara
Pemenintah, dalam hal im Pejabat
Admunistrasi Negara sclaku  aparatur
Pemenntah dengan orang perorangan atau
Badan Hukum Swasta selaku pemohon
IMB.

. Hakdan Kewaiiban Penerima IMB
Dalam suatu ketetapan (beschikking)
vang dibuat oleh Administrasi Negara perlu
diperhatikan  syarat-syarat yang harus
dipenuhy agar ketetapan tadi menjadi sah.
C.W. van Der Pot menyatakan bahwa syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam suatu
Ketetapan (beschikking) tersebut, ialah:
. Harus dibuat oleh badan (organ) yang
berwenang (bevoegd) membuatnya.
2 Dalam membentulk
pernyataan  kehendak (wilsverklaring)
mu udak boleh mengandung kekurangan
yuridis, yaitu boleh mengandung paksaan,
kekeliruan dan penipuan.
Harus dibenn bentuk ;(form) yang
ditetapkan dalam peraturan yang menjadi
dasammya dan pembuatannya harus juga
memperhatikan tata cara (prosedur) yang
ditetapkan dengan tegas dalam peraturan
dasar tersebut.
4. Isi dan tuiuannya harus sesuai dengan
peraturan dasarnya”™
Dalam Kkaitannya dengan ketetapan
(beschikking) yang bensikan IMB, maka
keempat syarat tersebut di atas harus
dipenuhi  dalam pembuatan/penerbitan
SK. Walikota’Kepala Dacrah u.p. Kepala
DPU dalam rangka mengabulkan
permohonan untuk izin mendirikan

54

bangunan, demi sahnya Ketetapan berupa
SK tersebut.

Dengan terbitnya SK. tadi yang
berisikan IMB, maka muncul pula hak dan
kewajiban bagi penerima IMB. Hak dan
Kewajiban ini harus dihormati dan ditaat
sebagaimana mestinya dalam pelaksanaannya
oleh penerima IMB; karena, apabila hak dan
kewajiban tadi diabaikan oleh penerima IMB
maka hal ini akan menjadi sebab atau alasan
untuk dicabut kembali ketetapan tadi sebagai
akibat, atau sekurang- kurangnya dilakukan
peneguran dan atau bahkan penangguhan
sementara untuk mendirikan bangunan oleh
Pejabat Administrasi Negara yang berwenang
untuk itu.

Namun demikian, ketetapan
(beschikking) berupa SK, yang berisikan IMB
itu tidak mustahil dapat dikategorikan
ketctapan yang cacat atau di dalamnya
mengandung kekuranga dan atau adanya
pembuatan Administrasi Negara yang
melampaui batas wewenangnya, maka hal
tersebut telah menimbulkan kerugian-
kerugian bagi pemohon/penerima IMB.
Dengan kata laintindakan Administrasi
Negara dalam pembuatan/penerbitan Surat
Keputusan tadi dapat dijadikan pangkal
sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN).

Namun demikian, ketetapan
(beschikking) berupa SK, yang berisikan IMB
itu tidak mustahil dapat dikategorikan
ketetapan yang cacat atau di dalamnya
mengandung kekuranga dan atau adanya
pembuatan Administrasi Negara yang
melampaui batas wewenangnya, maka hal
tersebut telah menimbulkan kerugian-
kerugian bagi pemohon/penerima IMB.
Dengan kata lain, tindakan Administrasi
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Negara dalam pembuatan pencibitan Sural
Neputusan tadh dapat  dyadikan  pangkal
sengheta dalam Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN)Y Apabila hal tersebut tenadi, maka
pemohon penenima IMIV dapat melakukan
upaya-upaya dalam rangha menyelesalkan
sengketa tersebut dalam dua tahap yaitu

a. Tahap Pertama berupa upaya administrast.

Dalam tahap pertama ini, maka
penyelesatan  sengketa  dibidang 12in
mendinkan bangunan ini dilakukan
melalue prosedur Keberatan kepada
Walikota'Kepala Dacrah sebagal pejabat
yang menerbitkan IMID tersebut. Prosedur
keberatan ini merupakan  pemeriksaan
sengheta administrasi oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan itu (Ketetapan).
Apabila pemohon/penerima 12in tersebut
udak puas atas putusan terhadap surat
Keberatan itn maka pemohon/penerima
izin dapat menggunakan upaya banding
kepada atasan pejabat tersebut apabila
peraturan perundang-undangan
memungkinkan untuk melakukan banding
tersebut.

b. Tahap Kedua berupa upaya khusus di
PTUN.
Dalam tahap kedua ini terjadi apabila
pemohon/ penenima IMB  udak  puas
terhadap sikap undak Administras) Negara
yang melakukan perbuatan yang
menentukan: melampaur batas
wewenangnya yang dapat menimbulkan
kerugian-kerugian, maka pemohon/
penerima IMB 1w akan mengajukan
gugatan ke PTUN walaupun gugatan
tersebut tidak menunda atau menghalang:
dilaksanakannya Keputusan, Apabila
pemohon penerima IMB masih tidak puas

terhadap putusan Peagadilan TUN, niaka
pemohon/ penerima IMIE masih dapat
melakukan upaya hukum  lain,  yaiu
dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tinggn Tata Usaha Negara dan
selanjutnya sebagai upaya hukum
terakhirmya ke Mahkamah Agung dengan
mengajukan  kasasi. Namun  demikian,
putusan Hakim yang telah mempunyal
kekuatan hukum yang pasti (in kracht van
gewisde zaak), masih  dimungkinkan
mengajukan  peatgavan  kembal oleh
Mahkamah Agung Adapun alasan-alasan
peninjauan  kembali terhadap  putusan
hakim tadi oleh Mahkamah Agung, talah
I. Dalam hal putusan didasarkan pada
suatu kebohongan atau tipu muslihat
2. Diketemukan bukti-bukty baru yanyg
bersifat menentukan yang ada pada
saat perkara  diperiksa  belum/tidak
diketahui,

1. Dalam putusan Hakim tersebut

terdapat kehilafan atau kekeliruan
yang nyata,

4. Tahap Ketiga berupa pelaksanaan

(cksekusi) putusan Penpadilan,

Dalam pelaksanaan putusan
Pengadilan  dilakukan oleh  Pejabat
Administrasi Negara yang
mencrbitkan  keputusan  (ketetapan
tertulis) tersebut. Dalam hal Pejabat
tersebut tidak melaksanakan putusan
Pengadilan, maka Ketua Pengadilan
mengajukan hal itu kepada instansi
atasan dan  pejabat tersebut untuk
melaksanakan  putusan  pengadilan,
Selanjutnya,apabila instansi atasan it
tdak mengindahkan hal di atas, maka
Ketua Pengadilan  mengajukan  hal
tersebut kepada Presiden Rl selaku
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Administrasi Negara Putfcak untuk
memerintahkan Pejabat Administrasi
Negara itu, untuk melaksanakan
Putusan Pengadilan,

4. Penertiban Bangunan Dan Sanksi
Hukumnya

Peraturan 1zin Mendirikan Bangunan
mempunyal tujuan agar pendinan bangunan
baik berupa pemukiraan maupun bangunan
lainnya, dapat dikembangkan secara lebih
terarah dan terpadu dengan memperhatikan
peningkatan jumlah penduduk dan
penyebarannya, tata guna tanah,
pengembangan perkotaan, pembiayaan,
perluasan kescmpatan kerja, kesechatan
lingkungan, tersedianya fasilitas sosial yang
diibutuhkan, produksi bahan bangunan
setempat, serta keserasian dengan lingkungan
pemukiman pada khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya. Untuk
itu pemilikan IMB merupakan salah satu
kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan
otonomi dacrah yang nyata dan bertanggung
jawab.

Memperhatikan hal tersebut, maka
kebijaksanaan penertiban bangunan mutlak
dilakukan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari proses pencapaian tujuan
diterbitkannya IMB. Hal demikian
disclenggarakan dalam usaha pemecahan
persoalan-persoalan perkembangan scbagai
akibat kompleksitas pembangunan yang
dijalankan serta dalam kerangka penataan dan
mengantisipasi pertumbuhan dan
perkembangan sarana dan prasarana fisik
bangunan, serta upaya tegaknya disiplin tertib
membangun,

Pencgakkan disiplin tertib membangun
sclain memfungsikan kembali

(refungsionalisasi) dari scgala peraturan ye
ada yang menyangkut Izin Mendirica
bangunan juga pencrapan sanksi Hukos
Administrasi.

Peraturan Izin Mendinkan Bangunes
serta berbagai kebijaksanaan yang terias
dengan itu di Kota Cirebon, telzt
mendapatkan pengaturan yang dapz
dianggap cukup mecmadai, walaupus
demikian untuk hal tersebut masih bamyzk
memerlukan perbaikan dan penyempumaan.

Peraturan-peraturan yang dimaksed &
antaranya:

1. PERDANo. |1 Tahun 1978 tentang

S usunan Organisasi dan Tata Kerja Dimas
P.U.

2. Bouw En Woning Verordening Va=
Chirebon beserta perubahan-
perubahannya.

3. PERDA No. 13 Tahun 1990 tentasg
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

4. Keputusan Walikotamadya No.
061.1/SK.076-PUK/86 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi daz
Tata Kerja Urusan dan Sub Seksi paca
DinasP.U.

5. Keputusan Walikotamadya No. 90 Tahm
1992 tentang petunjuk Pelaksanaan
PERDA No. 13 Tahun 1990 tentang
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

6. Keputusan Walikotamadya No.
601/SK.181.PU/93 tentang Penetapas
Perhitungan Biaya Pengukuran/ Koreks:
Gambar/Koreksi Perhitungan Konstruks:

7. Keputusan Walikotamadya No.

974/SK.178-PU/93 tentang Penctapes
Taksiran Perhitungan Retribusi IMB.
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Ditambah lag:r dengan peraturan-
peraturan  sebagar Kebyaksanaan pusat,
diantaranya:

. Peraturan MENDAGRINo 7 Tahua 199}
tentang lzin mendinkan Bangunan dan
lzin Undang-undang Gangguan bag
perusahaan indusin.

Instruksi MENDAGRI No 32 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Pembenan

IMB dan lzin UU. Gangguan bagi
Perusahaan Industn.

Namun demikian jka diperhavkan
dalam kenyataannya maka pencapaian tujuan
dan diatumya' lzin Mendinkan Bangunan,
masih memerlukan upaya- upaya lain sebagai
upaya penegakkan hukumnya, diantaranya
melalui :

- Operasi jemput bola pemutihan IMB.
- Operasi bongkar bangunan, serta operasi-
operasi Kecil lainnya.

Selanjutnya bah\u dalam upaya

1

Dalam hal penggunaan sanksi dalam
hukum administrasi scbagar upaya
penegakkan hukum di bidang perizinan
(mendinkan bangunan), Sjachran Basab
berpendapat bahwa Sanksi dalam Hukum
Admunmistrasi merupakan kekuatan pemaksa
dalam bukum publik, yang dilakukan olch
Administrasi Negara selaku reaksi terhadap
ketidaktaatan atas Hukum Administras)
lainnya. Sclanjutnya dinyatakan pula bahwa
sanksi dalam Hukum Admuinistras: dapat
berupa pencabutan 1zin, paksaan Administrasi
Negara (bestuursdwang), denda dan sankst

Admonistrasi by a
Mengeoa pergaturae sankw  Dud ere

tethadap pelanggar lowe Meadinikae

Bangunan & dalam poraiuan- porsies ae vty

berlaku.  duartaranva  sedagemany  Galue

dalam pasal I8 Bouw En Woenirvg

Verordening Van Udendon habwa Lo dapad

dicabut apabila

| Pemegang
berkepenungin

2 Dalam waktu 0 bulsn setclab maggal we,
belum sungguh-suaggud dimula
pekenaan

3 Pekenaan sclama 3 balan ddentian dae
termy ata dak Bierusaan

4. Jika temyata bahwa o diderikan alas
dasar atauw akbat Jan Ketcrangan yung
tdak benar

vzt Odak lagy vamg

lIL Kesimpulan
Schagaimura telad dutarakan & atas
maka dapat disumpulian barwa
I Keterhibatan Administrass Negara
(Pemenntah Decrab) dalam mendinian
bangunman wu terictak Jdalam bal vang
menyangkut e mya Oloh Rwena vy
e ustuk mondinkan banguess (IMB)
pada dasamyas merupakan ks badek

Administrasy Nggara vang
MEMPSTAcnInian pemohon waiuk
mendinkan daaguran scxuat  Jougaw

persyarstan ) aeg Wiad dioniuae Jaem
peraturan  porueling-wadangas yang
berlaku dalamn denok Sarat Neputusan
Keboaksanaan pencrudan dangunar
mutlak lakukan scbagm dagan vang
udak terpoahlan dan prosey pon apasan
wjuan dierbithanava 'INB - Ha) deonkuan

)

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

JURNAL YUSTITIA

diselenggarakan dalam usaha pemecahan
persoalans  persoalan  perkembangan
sehagar akibat kompleksitas
pembangunan  yang duyalankan  serta
dalam Keranpgka penataan dan
mengantisipasi pertumbuhan dan
perhembangan sarana dan prasarana fisik
hangunan, serta upaya tegaknya disiplin
terth membangun
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